BAB V
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Simpulan

Berdasarkan rumusan masalah dan data-data yang dipaparkan pada bab

IV di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut :
1. Budaya dan relasi sosial berdampak terhadap dinamika perkawinan

dibawah umur di Kalimantan Selatan
Budaya hukum dan relasi sosial masyarakat Kalimantan Selatan masih
menjadi faktor utama yang menyebabkan perkawinan dibawah umur terus
terjadi, meskipun data menunjukkan penurunan jumlah dispensasi kawin.
Kesadaran hukum masyarakat masih rendah, terlihat dari tingginya jumlah
dispensasi yang dikabulkan dan banyaknya kasus penetapan asal-usul anak
akibat nikah siri. Hukum formal belum sepenuhnya dijadikan acuan, karena
masyarakat lebih percaya pada nilai-nilai lokal, adat, dan keyakinan agama yang
menganggap perkawinan dibawah umur sebagai solusi atas masalah moral,
ekonomi, dan pendidikan. Relasi sosial, seperti pola asuh yang longgar,
pengaruh tokoh agama dan masyarakat, serta tekanan lingkungan, turut
mempercepat keputusan mengawinkan anak, meskipun belum cukup umur
secara hukum maupun psikologis. Praktik ini melanggar aturan hukum dan
bertentangan dengan hak anak untuk tumbuh dan berkembang secara layak.
Dengan demikian, lemahnya budaya hukum dan kuatnya pengaruh sosial
konservatif menjadi hambatan besar dalam pencegahan perkawinan dibawah

umur di Kalimantan Selatan.



2. Strategi dalam upaya penguatan pencegahan perkawinan dibawah

umur di Kalimantan Selatan

Rekonstruksi budaya hukum dalam pencegahan perkawinan dibawah
umur dilakukan melalui strategi pendidikan hukum, reinterpretasi nilai agama
dan budaya lokal secara kontekstual, penegakan hukum yang konsisten, serta
penyelarasan antara hukum negara dan hukum agama. Tujuannya adalah
membangun kesadaran hukum masyarakat dan mendorong kepatuhan terhadap
aturan usia minimal perkawinan. Sementara itu, rekonstruksi relasi sosial
dilakukan dengan memperkuat peran komunitas, membangun kerja sama antar-
pemangku kepentingan, dan melakukan advokasi yang melibatkan tokoh agama,
tokoh masyarakat, sekolah, serta media. Penggunaan media sosial juga
dimanfaatkan untuk menyebarkan pesan dan kampanye perlindungan anak.
Strategi ini bertujuan mengubah pola pikir dan jaringan sosial agar lebih
mendukung hak anak dan menolak praktik perkawinan dibawah umur.

B. Saran dan Rekomendasi
Berdasarkan kesimpulan di atas, Peneliti merekomendasikan langkah-
langkah berikut:
1. Penguatan regulasi dan SOP dispensasi kawin: Diperlukan SOP nasional
dan daerah yang lebih ketat terkait pemberian dispensasi kawin, mewajibkan
asesmen psikologis dan konseling pranikah sebelum dispensasi diberikan

agar dispensasi yang dibeikan betul-betul yang terbaik bagi anak sebagai



perwujudan dari perlindungan anak sebagaimana amanat dari Undang-
undang.

. Penguatan Program Pendampingan Pasca-Putusan. Pemerintah daerah,
bekerja sama dengan Pengadilan Agama dan Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak, perlu menyediakan program
pendampingan terstruktur bagi anak-anak yang dispensasi kawinnya ditolak.
Program ini dapat berupa konseling, akses pendidikan kembali (re-
schooling), pelatihan keterampilan hidup, serta pemberdayaan ekonomi
keluarga.

. Pengawasan terhadap Potensi Kawin Siri; Dibutuhkan mekanisme
pengawasan berbasis komunitas yang melibatkan tokoh agama, tokoh
masyarakat, dan aparat desa untuk memonitor kemungkinan terjadinya kawin
siri pasca-penolakan dispensasi. Sistem pelaporan berbasis masyarakat perlu
dikembangkan agar dapat mendeteksi dan menindaklanjuti praktik ini secara
cepat.

. Peningkatan Kapasitas Penegak Hukum:Hakim, panitera, serta penyuluh
agama perlu mendapatkan pelatihan berkala tentang pendekatan perlindungan
anak berbasis hak asasi manusia dan Magasidsyariah.

. Penguatan Sarana/Fasilitas Perlindungan Anak:Pemerintah perlu
memperbanyak layanan PUSPAGA di seluruh kabupaten/kota, serta
mengembangkan aplikasi digital untuk layanan konsultasi dan pendaftaran

dispensasi kawin.



6. Transformasi budaya hukum masyarakat: Sosialisasi melalui tokoh
agama, tokoh adat, guru, dan influencer lokal perlu diperluas untuk
membentuk budaya hukum baru yang menolak perkawinan di bawah umur
dan mendorong pencatatan perkawinan sah dengan memperkuat regulasi,
memperketat dispensasi kawin, dan memberikan edukasi hukum kepada
masyarakat. Peran tokoh agama sangat penting dalam menyampaikan tafsir
yang menekankan kematangan fisik, mental, dan ekonomi sebelum menikah.
Pemerintah perlu mempermudah dan mensubsidi biaya pencatatan nikah,
layanan satu pintu serta mendorong program pemberdayaan ekonomi dan
pendidikan bagi remaja agar terhindar dari perkawinan di bawah umur.
Langkah ini memastikan perlindungan hak-hak anak dan ketertiban hukum
perkawinan.

7. Strategi Ekonomi Keluarga: Pemerintah perlu menyinergikan program
pencegahan perkawinan dibawah umur dengan program pemberdayaan
ekonomi keluarga untuk mengatasi faktor kemiskinan sebagai pendorong
perkawinan dibawah umur.

8. Penguatan Aspek Pendidikan:Materi perlindungan anak dan bahaya
perkawinan usia dibawah umur perlu dimasukkan dalam kurikulum sekolah

dasar dan menengah
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3. Daftar Terjemahan

Keterangan
No — Terjemahan
Sumber FHE Him
Teks
Teks Praaraf ke- "Struktur sekaligus merupakan medium dan
1 | bahasa dre 4 | hasil dari praktik-praktik yang secara
. 2 dari atas . L .

Inggris berulang diorganisasi olehnya.

"Jaringan nilai dan sikap yang berkaitan
dengan hukum menentukan kapan dan

Teks .
Pragraf ke- mengapa  seseorang  menaati  hukum,
2 bahasa X 5 ? LU
. 1 dari atas bagaimana mereka memanfaatkan institusi

Inggris .
hukum, serta bagaimana pandangan mereka
terhadap sistem hukum."

Artinya: “Darurat tidak membolehkan hal
Teks Praaraf ke- yang terlarang apabila justru menimbulkan
3 bahasa 1 d%ri atas 50 | bahaya (darar) yang lebih besar dari bahaya

Arab yang ingin dihindari, atau jika bahaya itu

bersifat umum."
"Ranah dasar kajian ilmu-ilmu sosial,
menurut  teori  strukturasi,  bukanlah
Teks e )
Pragraf ke- pengalaman individu sebagai pelaku maupun
4 bahasa . 63 .

Inggris 1 dari atas kebe(adaan suatu to_talltas_ masyarakat,
melainkan praktik-praktik sosial yang tertata
dalam ruang dan waktu."

"Aktivitas sosial manusia, seperti beberapa
hal di alam yang mereproduksi diri sendiri,

Teks bersifat rekursif. Artinya, aktivitas tersebut

Pragraf ke- tidak diciptakan sekali oleh pelaku sosial,
5 bahasa . 65 . - !

Inggris 1 dari atas melainkan terus-mengrus diciptakan kembali
oleh mereka melalui cara-cara yang sama
yang mereka gunakan untuk
mengekspresikan diri sebagai pelaku."”

Teks Praaraf ke- "Relasi sosial melekat dalam struktur sosial,

6 bahasa gre 66 | di mana interaksi antaragen dibentuk oleh
: 2 dari atas O "
Inggris aturan, norma, dan distribusi kekuasaan.
Teks "Properti struktural dari sistem sosial
Pragraf ke- merupakan sekaligus medium dan hasil dari
7 bahasa . 66 i : .

Inggris 3 dari atas praktlk-pr.aktlk yang secara rekursif mereka
organisasikan."

Teks Ciri-ciri  struktural dari sistem sosial

Pragraf ke- merupakan sekaligus medium dan hasil dari
8 bahasa X 67 i : .

Inggris 1 dari atas praktlk-pr_aktlk yang secara rekursif mereka

organisasikan.
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Teks

Struktur hanya ada di dalam dan melalui

9 bahasa Pragrgf Ke- 67 | aktivitas para agen manusia.
. 2 dari atas
Inggris
1 Agen manusia adalah pelaku yang memiliki
eks e
Pragraf ke- pengetahuan dan kemampuan, serta memiliki
10 | bahasa X 67 .
| . 3 dari atas kapasitas untuk membawa perubahan dalam
ngagris i .
dunia sosial
Teks Pragraf ke- "Dualitas struktur senantiasa hadir dalam
11 F:;gfiz 1 dari atas 68 | setiap proses pembentukan praktik sosial.
"Agensi manusia dan struktur sosial bukanlah
Teks Praaraf ke- dua fenomena yang terpisah, melainkan dua
12 | bahasa 3 dgri atas 68 | cara pandang terhadap praktik sosial yang
Inggris melalui itulah sistem sosial dibentuk dan
direproduksi.”
Teks "Sistem hukum adalah suatu struktur atau
13 | bahasa Pragraf ke- 20 kerangka yang terdiri atas kaidah hukum,
Inqaris 1 dari atas institusi hukum, dan budaya tempat sistem
99 tersebut berada.
Teks "Struktur merupakan kerangka dasar atau
Pragraf ke- tubuh institusional dari suatu sistem, yang
14 | bahasa dari 71 ialank hari-hari dal
Inggris 1 dari atas menjalankan  tugas  sehari-hari alam
pembentukan dan penegakan hukum."
"Struktur adalah kerangka dasar, rangka
Teks Praaraf ke- penyangga, dan badan institusional dari suatu
15 | bahasa gre 71 | sistem—bagian-bagian yang menjalankan
. 2 dari atas S
Inggris tugas sehari-hari dalam  merumuskan,
menafsirkan, dan menegakkan hukum.
Teks "Substansi merujuk pada aturan, norma, dan
Pragraf ke- pola perilaku yang benar-benar diikuti oleh
16 | bahasa . 75 e .
Inggris 2 dari atas masyarakat, inilah yang dikatakan dan
dilakukan oleh hukum."
Teks Praaraf ke- "Aturan, norma, dan pola perilaku yang
17 | bahasa 9 dgari atas 77 | benar-benar diikuti oleh masyarakat; inilah
Inggris yang dikatakan dan dijalankan oleh hukum."
T "Budaya hukum merujuk pada jaringan nilai
eks .
Pragraf ke- dan sikap yang menentukan pandangan
18 | bahasa . 77 .
: : 1 dari atas masyarakat terhadap hukum dan sistem
nggris "
hukum.
"Suatu masyarakat dengan budaya hukum
Teks Praaraf ke- yang bersifat bermusuhan atau acuh tak acuh
19 | bahasa 9 dg . 77 | terhadap hukum tidak akan mendukung atau
: ari atas : . )
Inggris mematuhinya, sebaik apa pun hukum itu

dirancang."
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Teks
bahasa
Inggris

Pragraf ke-
2 dari atas

78

"Suatu masyarakat dengan budaya hukum
yang bersifat bermusuhan atau acuh tak acuh
terhadap hukum tidak akan mendukung atau
mematuhinya, sebaik apa pun hukum itu
dirancang."

21

Teks
Hadits
(HR.
Muslim)

Pragraf ke-
2 dari atas

92

Dari Anas bin Malik radhiyallahu 'anhu, ia
berkata: "Ada beberapa orang datang ke
rumah istri-istri Nabi saw bertanya tentang
ibadah Nabi saw. Setelah diberi tahu, mereka
merasa ibadah Nabi saw. sedikit, lalu berkata,
'Di mana kedudukan kita dibandingkan Nabi
saw? Beliau telah diampuni dosanya yang lalu
dan yang akan datang.' Salah satu dari mereka
berkata, 'Aku akan shalat malam selamanya.'
Yang lain berkata, 'Aku akan berpuasa terus
menerus dan tidak berbuka." Yang lain
berkata, 'Aku akan menjauhi perempuan dan
tidak akan menikah selamanya." Maka
datanglah Rasulullah saw kepada mereka lalu
bersabda: 'Kalian yang mengatakan begini
dan begitu? Demi Allah, sungguh aku adalah
orang yang paling takut kepada Allah dan
paling bertakwa kepada-Nya. Akan tetapi aku
berpuasa dan berbuka, aku shalat dan tidur,
dan aku menikahi wanita. Barang siapa yang
tidak menyukai sunnahku, maka ia bukan
termasuk golonganku. (HR. Muslim Hadis
no. 1401)

22

Teks
Hadis (
HR. lbnu
Majah)

Pragraf ke-
1 dari atas

97

Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, ia
berkata: Rasulullah saw bersabda, "Seorang
wanita tidak boleh menikahkan wanita lain,
dan tidak boleh pula menikahkan dirinya
sendiri. Sesungguhnya wanita pezina itulah
yang menikahkan dirinya sendiri. ( HR. lbnu
Majah bab Nikah Hadis No. 1882).

23

Teks Al-
Quran (

QS. An-

Nahl:72)

Pragraf ke-
2 dari atas

101

Dan Allah menjadikan bagi kamu pasangan-
pasangan dari diri kamu dan menjadikan bagi
kami dari pasangan-pasangan kamu itu, anak-
anak dan cucu-cucu, dan memberi kamu
rezeki dari yang baik-baik. Maka apakah
terhadap yang batil mereka beriman dan
terhadap nikmat Allah mereka terus menerus
kufur

24

Teks Al-
Quran
(QS. Ar-

Pragraf ke-
2 dari atas

102

Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah
bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan
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Rum

untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu

ayat 21) merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan
di antaramu rasa cinta dan kasih saying
Sesungguhnya pada yang demikian itu
benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran
Allah) bagi kaum yang berpikir
Telah menceritakan kepada kami Yahya bin
Yahya at-Tamimi, menghabarkan kepada
Kami Abu Mu’awiyah dari al-A’masy dari
Ibrahim  dari  ‘Aqlamah...:  Sungguh
Rasulullah saw. menyampaikan kepada
Teks CI?_ami: "Wahlili I|z_)ara pelmhuda, barang siapi
. i antara kalian telah mampu untu
25 Hadits Pragrgf ke- 104 | menikah, maka hendaklah ia menikah,
(HR. 2 dari atas K . . :
Muslim) arena sesungguhnya menikah itu Ieb!h
menundukkan pandangan dan lebih
menjaga kemaluan. Dan barang siapa yang
belum mampu, maka hendaklah ia
berpuasa, karena puasa itu akan menjadi
perisai baginya. (HR. Muslim bab istihbab
al-Nikah no hadits 3379)
“Dan  kawinkanlah  orang-orang Yyang
sendirian di antara kamu, dan orang-orang
Teks Al- yang layak (berkawin) dari hamba-hamba
Quran sahayamu yang lelaki dan ha_mba-hamba
Pragraf ke- sahayamu yang perempuan. Jika mereka
26 | (QS.al- . 107 L
NQr [24]: 1 dari atas miskin, Allah akan memampukan mereka
32) dengan karunia-Nya, dan Allah Maha Luas
(Pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”.
(Q.s. al-Ndr [24]: 32).
“Dan apabila anak-anakmu telah sampai
Teks al- umur balig, Maka hendaklah mereka
Qur’an Pragraf ke- meminta izin, seperti orang-orang Yyang
27 | (QS. al- 1 dari atas 108 | sebelum mereka meminta izin. Demikianlah
Nar [24]: Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya. Dan Allah
59) Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Q.s.
al-N0r [24]: 59).
Teks Al- “Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka
Qur’an cukup umur untuk kawin, kemudian jika
(QS. al- menurut pendapatmu mereka telah cerdas
28 Nisa’ [4]: | Pragraf ke- 108 (pandai memelihara harta), maka serahkanlah
6) 2 dari atas kepada mereka harta-hartanya. dan janganlah

kamu makan harta anak yatim lebih dari batas
kepatutan dan (janganlah kamu) tergesagesa
(membelanjakannya)  sebelum mereka
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dewasa. barang siapa (di antara pemelihara
itu) mampu, Maka hendaklah ia menahan diri
(dari memakan harta anak yatim itu) dan
barang siapa yang miskin, maka bolehlah ia
makan harta itu menurut yang patut.
Kemudian apabila kamu menyerahkan harta
kepada mereka, maka hendaklah kamu
adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu)
bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai
Pengawas (atas persaksian) (Q.s. al-Nisa’ [4]:
6)

“Telah menceritakan kepada kami Yahya bin
Yahya, Qutaibah bin Sa’id, dan Ibn Rumh

Teks dari Malik, dari ibn Syihab, dari Si’id bin al-
og | Hadits (| Pragrafke- | ;o | Musayyib, dari Abu Hurairah berkata,
HR. 2 dari atas Rasulullah saw. bersabda: “ Apabila
Muslim) seseorang datang (mengajak menikah),
Agama dan akhlaknya bagus, maka
kawinkanlah...”.
Telah menceritakan kepada kami Yahya bin
Yahya at-Tamimi, menghabarkan kepada
Kami Abu Mu’awiyah dari al-A’masy dari
Ibrahim  dari  ‘Aglamah...:  Sungguh
Rasulullah saw. menyampaikan kepada
Teks . ; . .
Hadits (| Pragraf ke- Kami: Wabhai para pemugja, siapa saja yang
30 . 109 | telah mampu di antara kalian maka hendaklah
HR. 3 dari atas . : . .
. ia menikah. Sebab nikah itu merupakan hal
Muslim) . .
yang paling bisa menundukkan pandangan
dan pemelihara kemaluan. Namun, siapa saja
yang belum mampu, maka berpuasalah.
Karena puasa adalah sebagai perisainya.” HR.
Muslim
Dari Aisyah ra. berkata: "Rasulullah saw
Teks L
. menikahiku saat aku berumur enam tahun,
Hadits ( | Pragraf ke- - .
31 : 115 | dan beliau menggauliku (membangun rumah
HR. 1 dari atas .
Muslim) tangga denganku) saat aku berumur sembilan

tahun (HR. Muslim No hadis 3463)
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